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RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek perubahan “Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam
pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo yang melibatkan kolaborasi Polda, Dinsos,
Kanwil Kemenag dan HIMPSI di wilayah Gorontalo” bertujuan untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di
wilayah provinsi Gorontalo melalui kesediaan layanan pencegahan kasus sosial. Hasil
implementasi pada setiap tahapan yang telah terlaksana dalam jangka pendek yakni
dengan terlaksananya pembentukan tim efektif proyek perubahan yang bertugas sebagai
tim kerja internal untuk membantu leader proyek dalam proses pelaksanaan proyek
peruban, terdapat pemetaan kasus sosial yang dihasilnya hari identifikasi data kasus dan
elaborasi laporan masing-masing instansi sebagai pihak kolaborator, terlaksananya focus
group discussion sebagai pengembangan rencana tindakan yang dihasilkan dalam bentuk
rencana aksi kegiatan, penandatangan nota kesepakatan kolaborasi instansi sebagai bukti
komitmen dan sinergitas pihak sfakeholder dalam menjalankan proyek perubahan,
terbentuknya SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial yang disesuaikan dengan
regulasi masing-masing instansi dan ketetapan rencana aksi yang digagas dalam FGD,
tedapat rancangan layanan pencegahan kasus sosial, terlaksananya sosialisasi layanan
pencegahan kasus sosial yang disampaikan melalui media sosial, penyampaikan secara
langsung kepada masyarakat dan akademik, serta terlaksananya uji coba pelayanan kasus
sosial yang sesuai dengan alur SOP dan pelayanan pada rencana aksi kegiatan.
Implementasi proyek perubahan ini diharapkan dapat berlanjut dengan adanya keputusan

kepala daerah untuk legalisasi tim percepatan layanan pencegahan kasus sosial.



KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati menyajikan laporan Proyek
Perubahan dengan judul "Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam
Pencegahan Kasus Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kemenag dan HIMPSI di Wilayah
Provinsi Gorontalo." Laporan ini merupakan hasil dari partisipasi dalam Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada Angkatan XXVIII tahun 2023.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kolaborasi yang efektif
antara Kepolisian Daerah (POLDA), Dinas Sosial (DINSOS), Kementerian Agama
(KEMENAG), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam upaya pencegahan
kasus sosial di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam laporan ini, penulis akan memaparkan
secara komprehensif rencana perjalanan proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu
jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah
bersedia menjalin kolaborasi dan memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi
dalam perancangan proyek ini. Utamanya bagi para mentor dan coach yang senantiasa
terus memberikan masukan dan mendampingi proses perancangan proyek perubahan ini
hingga terbentuknya laporan perancanagan proyek yang telah disetujui.

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dari laporan rancangan proyek
perubahan ini, sehingganya penulis berharap untuk masukan dan bimbingan serta arahan
lebih lanjut dari seluruh pihak. Besar harapan penulis agar proyek perubahan ini dapat

menjadi rekomendasi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial.

Gorontalo, = November 2023

Penggagas Proyek Perubahan

Roni S. Engahu, S.Pd
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BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini memberikan peran yang sangat penting dalam
berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tantangan dalam menjaga
kestabilan sosial menjadi upaya besar yang kini tengah diupayakan oleh Provinsi
Gorontalo.

Provinsi Gorontalo mungkin menghadapi tantangan khusus terkait kasus sosial
seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual,
bunuh diri, miras, judi, atau masalah-masalah sosial lainnya. Adanya permasalahan
ini memerlukan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan demikian, pentingya
pencegahan kasus sosial. Pencegahan kasus sosial lebih efektif daripada menanggapi
setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, perlunya strategi yang holistik dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengurangi potensi
kasus sosial di masyarakat.

Pertama, peran Polda Gorontalo sebagai aparat penegak hukum. Polda Gorontalo
memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, penanganan kasus sosial tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian.
Diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk memberikan solusi yang lebih
menyeluruh.

Kedua, Dinsos memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan program-
program sosial yang dapat mengurangi risiko dan dampak kasus sosial. Kolaborasi
dengan lembaga lain dapat memperkuat kapasitas Dinsos dalam memberikan
dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat.

Ketiga, peran Kemenag dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan kasus
sosial melalui pendekatan keagamaan dan moral. Kerjasama dengan Kemenag dapat
memperkaya strategi pencegahan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang
dimiliki oleh masyarakat Gorontalo.

Keempat, peran HIMPSI sebagai lembaga psikolog dapat membatu dalam

memberikan pendekatan kesehatan mental dan psikologis terhadap kasus sosial.



Keterlibatan HIMPSI dapat membantu mendeteksi dini dan memberikan intervensi
yang tepat terhadap masalah-masalah psikologis yang mungkin menjadi pemicu kasus
sosial. Berikut data kasus Bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023:

Tabel 1 Kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023

No. | Waktu Kejadian (Bulan) | Wilayah Kejadian | Jumlah Korban
1 Januari Kab. Gorontalo 2 orang
Kota Gorontalo 1 orang
: Kab. Bone Bolango 1 orang
2 Februari Kab.Boalemo 1 orang
Kab. Gorontalo 3 orang
3 Maret Kab. Gorontalo 1 orang
. Kota Gorontalo | orang
4 April Kab. Gorontalo 3 orang
Kab. Bone Bolango 2 orang
5 Mei Kab. Pohuwato 1 orang
Kab.Gorontalo Utara 1 orang
Kab. Gorontalo 1 orang
6 Juni Kota. Gorontalo 1 orang
Kab. Bone Bolango 3 orang
7 Tuli Kab. Bone Bolango 1 orang
Kab. Gorontalo 1 orang
8 Agustus Kab. Gorontalo 1 orang
9 September Kab. Gorontalo Utara 1 orang
Kab. Gorontalo 3 orang
Kab. Gorontalo 1 orang
10 Oktober Kab. Gorontalo Utara 1 orang
11 Ncvember Kota Gorontalo 1 orang
Total Kasus 32 orang

Sumber : reskrimum Polda Gorontalo

Merujuk tabel 1.2. Kasus Bunuh diri di Gorontalo di atas menunjukkan bahwa
terdapat sejumlah 32 orang yang melakukan bunuh diri di Gorontalo Bulan Januari-
November 2023. Kasus bunuh diri di Gorontalo terjadi dengan beberapa metode bunuh
diri antara lain dengan cara meminum racun, gantung diri, dan menggunakan senjata
api/tajam. Secara persentase metode dalam kasus bunuh diri yang terjadi yaitu 70%
dengan cara gantung diri, 16,7% dengan cara meminum racun, daan menggunakan senjata
api/tajam sebanyak 6,7%, serta sisanya sebanyak 6,7% percobaan bunuh diri yang dapat
di gagalkan oleh pihak keluarga/kerabat/pihak berwajib. Dalam kasus bunuh diri ini

paling banyak menggunakan metode gantung diri karena di anggap menjadi metode yang



paling cepat dan gampang untuk melakukan bunuh diri. Metode gantung diri merupakan
jeratan pada leher akibat gaya gravitasi dari berat badan  korban sendiri (Sauvageau,
2011). Kematian sebagai akibat dari gantung diri terjadi karena adanya tekanan mekanik
pada leher yang memicu terjadinya asfiksia dan oklusi pembuluh darah. Saat seseorang
menggantung diri, tekanan pada leher dapat menyebabkan fraktur vertebra cervicalis,
yang merupakan patah tulang pada bagian leher. Selain itu, tindakan ini juga dapat
menyebabkan cedera pada medula spinalis, bagian penting dari sistem saraf tulang
belakang. Dampak dari kombinasi tekanan mekanik, asfiksia, dan cedera fisik pada leher
dapat mengakibatkan kematian. Proses ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan
gantung diri dan dampak yang signifikan pada struktur anatomi kritis dalam tubuh
manusia (Gunnell et al., 2005). Indonesia secara luas pun tidak memiliki data nasional
mengenai insidensi dan prevalensi bunuh diri khususnya gantung diri. Sangat sedikit
literatur yang membahas kasus bunuh diri di Indonesia, terlebih faktor pemicu
yang memicu gantung diri (Lima et al., 2017).

Faktor-faktor seperti pendapatan rendah, pengangguran, dan kesulitan keuangan
diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk semua bunuh diri. Bekerja dalam kondisi
genting, tekanan dari atasan, jam kerja panjang, status pekerja wiraswasta, perubahan
status pekerjaan, kerja sif atau kerja malam hari, dan stres tempat kerja dikaitkan dengan
peningkatan risiko ide bunuh diri. Di seluruh masyarakat, keterkaitan keluarga
mempengaruhi kemungkinan bunuh diri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa unit
keluarga adalah satu-satunya faktor terpenting dalam memahami bunuh diri (Litagia &
Permana, 2019).

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat ini bertujuan khususnya
dalam upaya pencegahan kasus-kasus sosial seperti kasus bunuh diri yang marak terjadi
di Provinsi Gorontalo beberapa waktu terakhir. Fenomena bunuh diri ini dapat
menciptakan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi,
budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kasus sosial seperti bunuh diri memiliki
potensi untuk mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat secara luas, bahkan
dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketegangan dalam masyarakat. Di
Provinsi Gorontalo, beberapa kasus sosial yang sering terjadi melibatkan masalah
kemiskinan, kenakalan remaja, pelecehan, serta permasalahan lingkungan lainnya, yang

pada akhirnya dapat berujung pada peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, melalui



proyek perubahan ini, diharapkan kesejahteraan sosial dapat meningkat dengan lebih
baik, dengan adanya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang lebih terjamin melalui
pelayanan yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat merupakan langkah strategis
yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan sosial di tengah-tengah
masyarakat dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini
dalam pencegahan kasus sosial. Konsep ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa
"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah rangkaian usaha yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat
melalui pelayanan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
Pelayanan tersebut mencakup aspek rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial”.

Esensi dari penanganan kasus sosial menjadi tanggung jawab kepolisian, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri, termasuk
pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Sosial,
Kanwil Kementerian Agama dan HIMPSI memeungkinkan Polda Gorontalo untuk lebih
efektif dalam menjalankan peran tersebut, khususnya dalam pencegahan kasus sosial
yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan
berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kolaborasi antara Polda, Dinsos,
Kanwil Kemenag dan HIMPSI merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip
yang tercantum dalam undang-undang ini.

Dasar hukum dalam proyek perubahan ini antara lain;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
seksual.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri
Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian

wok »b



6. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang pencurian

7. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan

8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

9. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

10. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan

pengendalian Peredaran minuman beralkohol.

11. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan maksiat.

12. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan

dan anak dari tindak kekerasan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo yaitu belum adanya
regulasi yang jelas terkait pendampingan kepada masyarakat dengan standar pelayanan
yang dekat dan cepat menggunakan pendekatan psikologis. Hal ini dapat terindikasi
melalui laporan kasus sosial pada tahun 2023 ini, bahwa semakin marak permasalahan
yang muncul sebagai kasus sosial seperti kriminalitas dan kesenjangan sosial.
Permasalahan tersebut juga bermula dari kasus sosial yakni pengangguran dan
kemiskinan serta adanya kenakalan remaja yang masih banyak dikalangan masyarakat.
Beberapa kasus diantaranya yang tercatat sebagai laporan di tahun 2023 yakni kasus
bunuh diri, kasus penipuan arisan, kasus pinjaman online, kasus kekerasan pada anak
(Penyebab asmara), dan kasus pesugihan.

Penyebab kasus sosial ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan psikologis
masyarakat. Faktor ekonomi masih menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kasus
sosial ini, seperti bunuh diri yang diakibatkan depresi karena terlilit hutang dan sulitnya
solusi yang memungkinkan bagi korban. Selain itu pula faktor psikologis masyarakat
yang masih kurang menyadari pentingnya Kesehatan jiwa bagi keberlangsungan hidup
sehari-hari. Banyak memendam dan menggampangkan persoalan perkembangan dan
kepribadian membuat masyarakat bersikap lebih mudah dalam menentukan keputusan
dan arah hidup mereka tanpa berpikir dampaknya terhadap sosial.

Persoalan-persoalan tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya regulasi
pendampingan sebagai upaya pencegahan kasus sosial masyarakat, karena kondisi
kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saat ini masih belum memenuhi
kondisi ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang tersebut kemudian menjadi dasar



yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat dan
menjadi tanggung jawab pihak pemerintah agar dapat memanfaatkan sumber daya untuk
memberikan pelayanan yang baik serta senantiasa melakukan inovasi untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mencapai kondisi yang ideal tersebut maka dibutuhkan kolaborasi dan
partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam persoalan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda,
Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang
lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih
berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya
strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan

masyarakat.

B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Tujuan utama proyek perubahan ini adalah terciptanya lingkungan yang
mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di wilayah
Provinsi Gorontalo.
Pencapaian tujuan utama tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan yaitu:
a) Tujuan jangka pendek
Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan pada masa
PKN 2 yaitu mulai September s/d Oktober 2023 sebagai berikut:
1) Membangun komitmen kerja sama antara stakeholders.
2) Pemetaan kasus sosial.
3) FGD (Penegembangan rencana Tindakan).
4) Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial.
5) Menyediakan pelayanan pendampingan kasus sosial melalui layanan pusat
kritis.
b) Tujuan jangka menengah
Tujuan jangka menengah yaitu dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan
aktivitas sebagai berikut:

1) Pembentukan sistem patroli cyber.



2)

3)
4)

Pemberian psikoedukasi, pendampingan rohani dan pemberdayaan
ekonomi secara rutin.

Melakukan evaluasi secara berkala.

Pengkokohan kolaborasi dengan meningkatkan kedalaman dan kekuatan

kolaborasi antara stakeholders.

¢) Tujuan jangka Panjang

Tujuan jangka Panjang yaitu dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan aktivitas

sebagai berikut:

1)

2)
3)

Keberlanjutan proyek dengan memberikan rekomendasi regulasi kepada
pemerintah.
Meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengurangan kasus sosial di masyarakat.

2. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari manfaat internal dan manfaat

eksternal

a) Manfaat Internal

1)

2)

3)

Meningkatkan peran dan dampak positif dari masing-masing instansi pada
stakeholders dalam upaya pencegahan kasus sosian dan mendukung
kesejahteraan masyarakat.

Mengembangkan sinergitas kepolisian dengan stakeholder lainnya
melalui komunikasi sosial, keagamaan dan psikologis.

Meningkatkan kompetensi kinerja personel polri dan pegawai instansi
dinsos, kemenag maupun HIMPSI dalam membangun kedekatan terhadap

masyarakat.

b) Manfaat Eksternal

1))

2)

3)

Terciptanya pelayanan pencegahan kasus sosial sebagai pendampingan
dalam wupaya pencegahan kasus sosial secara dekat dan cepat di
masyarakat.

Menjadi acuan pencegahan kasus sosial di berbagai wilayah Indonesia
dengan adanya praktik baik.

Memelihara ketertiban masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak

criminal yang berhubungan dengan kasus sosial.



4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak apparat dan

pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan kasus sosial.



C. Output dan OQutcome
1. Output
a) Terbentuknya kolaborasi yang lebih efektif antara pihak stakeholder demi
terwujudnya pelayanan pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo.
b) Implementasi dan pemanfaatan pelayanan pencegahan kasus sosial yang
lebih baik di Provinsi Gorontalo.
¢) Menciptakan regulasi pelayanan pencegahan kasus sosial yang lebih baik
dengan pemnafaatan tim kolaborasi stakeholder yang dapat
mengidentifikasi kasus sosial di Provinsi Gorontalo.
2. Outcome
a) Terjadi penurunan angka kasus sosial di Provinsi Gorontalo karena adanya
koordinasi antara stakeholder yang lebih efektif.
b) Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
D. Tahapan Rencana Proyek Perubahan
Milestone merupakan capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan, baik tahapan
jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penjelasan tentang milestone
mencakup pula tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output pada

setiap tahapan. Milestone dalam proyek perubahan ini yakni sebagai berikut:



Tabel 2 Rencana tahapan jangka pendek
(16 September 2023 s/d 27 November 2023)

No Tahapan dan Kegiatan Hasil Stakeholder Peran tim leader Sep Okt Nov
Kegiatan/Output yang terlibat 314 213 213
1 | Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan
e Koordinasi bersama mentor | ¢ Notulen rapat | e Internal Identifikasi dan
dan coach koordinasi e Dosen mengusulkan calon
e Kunjungan koordinasi | e Nilai tim yang |e Tim tim kepada
bersama stakeholders disepakatii development pimpinan
e Pembentukan TIM e Tugas anggota Diskusi rancangan
e Membangun nilai-nilai TIM tim kegiatan proyek
e Destribusi tugas anggota e SK Tim untuk kinerja tim
e Penerbitan SK Tim kerja efektif
2 | Pemetaan kasus sosial
e Survei data kasus sosial e Data surveri | ¢ Internal Melakukan analisis
e Analisis data kasus sosial kasus sosial e Tim terhadap hasil survei
berdasarkan jenis kasus e Peta kasus sosial development Mendiskusikan hasil
e Penyusunan peta kasus e Dosen pemetaan kasus
sosial sosial

10




FGD (Penegembangan rencana Tindakan)

Pemaparan hasil pemetaan
kasus sosial

Diskusi analisis dan
pemahaman bersama terkait
permasalahan berdasarkan
lingkup kerja dan
kewenangan masing-
masing instansi

Penawaran alternatif solusi

Penetapan hasil diskusi

Notulen diskusi
Surat

rekomendasi

hasil FGD

Tim

development

Menyimpulkan hasil

diskusi sebagai

rencana kegiatan

Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus social

Menentukan tujuan  dan
lingkup kerja

Menentukan flowchart (alur
kerja) pelayanan

Penetapan standar

keberhasilan

SOP Pelayanan
pencegahan

kasus sosial

Internal
Tim

development

Melakukan
verifikasi

penetapan SOP

dan

Perancangan layanan pusat kritis sebagai pelayanan pencegahan kasus sosial

11




e Penyediaan sumber daya | e Layanan pusat | e Internal Mengidentifikasi
pada layanan pusat kritis kritis e Tim proses layanan

e Melakukan analisis proses development Melakukan validasi
layanan sistem kerja

e Menetapkan desain sistem
kerja

e Membangun pusat kritis

Sosialisasi layanan pusat Kkritis

e Penentuan waktu, tempat | ¢ Dokumentasi dan | ¢ Internal Memastikan
dan format sosialisasi laporan e Tim jalannya sosialisasi

e Pembuatan materi sosialisasi development
sosialisasi

e Sesi sosialisasi

Uji coba Pelaksanaan pelayanan pusat Kritis

e Melakukan deteksi dini | ¢ Dokumentasi dan | ¢ Internal Melakukan
terhadap indikasi kasus laporan e Tim monitoring terhadap
sosial di masyarakat masyarakat development prosedur

e Menerima laporan terkait pelaksanaan layanan

masyarakat terkait kasus

identifikasi kasus

sosial
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sosial yang belum dan

tengah terjadi

Mengindentifikasi
kendala pelaksanaan

layanan
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Tabel 3 Rencana tahapan jangka menengah

(28 November 2023 s/d 27 Februari 2024)

No Tahapan dan Kegiatan Hasl Stakeholder Peran tim leader Des Jan Feb
Kegiatan/Output yang terlibat 123 213 213
1 | Pelaksanaan layanan pusat Kritis -
e Melakukan konseling | ¢ Laporan hasi | e Tim Monitoring
masyarakat konseling, development proses
e Melaksanakan pendampingan dan pelaksanaan
pendampingan rohami kegaiatan pelayanan sesuai
masyarakat pemberdayaan dengan prosedur
e Melaksanakan masayrakat kerja
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
e Memberikan edukasi
hukum dan  ketertiban
melalui kegiatan
masyarakat
2 | Patroli cyber
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e Koordinasi bersama | e Data laporan hasil | ¢ Tim e Memastikan
krimsus  terkait  sistem pemantauan patrol development jalannya  patrol
patroli cyber cyber cyber

e Melakukan pemantauan dan
deteksi kasus sosia melalui
media sosial

e Membuat pelaporan hasil
pemantauan indikasi kasus
sosial melalui media sosial

Monitoring dan Evaluasi pelayanan

e Perencanaan monev Proyek | ¢ Laporan hasil | ¢ Tim e Melakukan
pelayanan  oleh  pihak monev pelayanan development verifikasi dan
stakeholder analisis terhadap

e Monitoring dan evaluasi laporan monev
terhadap Proyek pelayanan

Pengembangan Kolaborasi

e Diskusi hasil monitoring | e Laporan hasil | e Internal e Identifikasi
dan evaluasi Proyek perencanaan e Tim potensi  kinerja
pelayanan Proyek development dan inovasi

berkelanjutan Proyek layanan
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Analisis kinerja
berdasarkan lingkup kerja
dan kewenangan

Perencanaan Proyek

berkelanjutan

yang

berkelanjutan
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Tabel 4 Rencana tahapan jangka panjang

(28 Februari 2024 s/d 15 September 2024)

Hasil Stakeholde Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep
No Tahapan dan Kegiatan/Outp r yang Peran tim 2|3 2|3 2|3 1] 2
Kegiatan ut cerlibat leader 2|3 2|3 2|3
e Koordinasi e Regulasi Tim Melakukan
stakeholders pelayanan developmen analisis
terkait kasus sosial |t rekomendasi
rekomendasi yang Menetapkan
pengajuan ditempatkan rekomendasi
regulasi di  wilayah Melakukan
pelayanan kabupaten/k diskusi
pencegahan ota bersama
kasus sosial di|e Surat pemerintah
wilayah rekomendas daerah
kab/kota 1 pengajuan terkait
e Diskusi regulasi kebijakan pengajuan
pelayanan gubernur rekomendasi
pencegahan terkait

17



kasus sosial di
wilaya kab/kota
Audiensi
bersama
pemerintah
daerah provinsi
Gorontalo
terkait
pengajuan
regulasi
pelayanan
pencegahan
kasus sosia
Perencanaan
penerapan
pelayanan
pencegahan
kasus sosial di

tingkat nasional

penetapan
regulasi
Balasan
surat
rekomendas
i oleh
pemerintah

daerah
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E. Rencana Strategi Marketing
1. Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan rencana strategi marketing, maka dilakukan identifikasi pihak-pihak
yang berkepentingan dan memiliki pengaruh baik pengaruh positif (mendukung)
maupun negative (sumber penghambat) terhadap hasil dari proyek perubahan.
Stakeholder dapat dibedakan antara stakeholder internal dan eksternal yang

memiliki peran, pengaruh serta kepentingan masing-masing yang dapat diuraikan

sebagai berikut:

a) Stakeholder Internal

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

Direktur Intelkam Polda Gorontalo

Direktur Kriminal Umum Polda Gorontalo
Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo

Kepala Biro SDM Polda Gorontalo

Jajaran Kepala Kepolisian Resor wilayah Kab/Kota
Babinkamtibmas

b) Stakeholder Eksternal

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
Ketua Himpunana Psikologi Indonesia Provinsi Gorontalo
TKSK

Psikolog

Tokoh adat dan agama

Masyarakat

F. Pemetaan Stakeholder

Tabel S Stakeholders Mapping

Low Interest High Interest
' - Kapolda Gorontalo - Subdit Intelkam
High
- Kadinsos Prov Gorontalo - Sat Intelkam Polres
Power
- KaKanwil Kemenag - Krimum
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Provinsi Gorontalo - Krimsus
- Ketua HIMPSI Provinsi - TKSK
Gorontalo - Psikolog
- Dir Intelkam Polda
- Dir Krimum Polda
- Karo SDM
- Jajaran Kapolres - Komunitas pendukung
- Jajaran Walikota / Bupati masyarakat
- Masyarakat - Pengembangan fungsi
Low SDM
Power - Tokoh adat dan agama
- Personel
Bhabinkamtibmas
- HIMPSI

Keterangan:

High Power & Low Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini
memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam organisasi, namun pihak ini tidak
memiliki minat signifikan terhadap hasilnya. Mereka mungkin memiliki
pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan sumber daya tetapi inisiatif
dan keterlibatannya tidak mempengaruhi mereka secara langsung

High Power & Hight Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini
memiliki kekuatan tinggi dan juga minat yang besar terhadap hasil Proyek.
Pihak ini dapat mempengaruhi keputusan dan memiliki dampak besar
terhadap pada hasil Proyek dan mereka sangat peduli dengan bagaimana
hasilnya akan mempengaruhi mereka

Low Power & High Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini
mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan
atau pengendalian sumber daya, tetapi pihak ini memiliki minat yang besar

terhadap hasil Proyek. Meskipun pengaruh mereka terbatas, namun mereka
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memiliki kepedulian dan ketertarikan yang begitu besar khususnya pada isu-
isu yang berkaitan dengan Proyek.

e Low Power & Low Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini
memiliki kekuatan yang rendah dan juga memiliki minat yang rendah terhadap
hasil Proyek. pihak ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Proyek dan
juga tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi

G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi

Kasus-kasus sosial yang terjadi di wilayah Gorontalo begitu banyak mulai dari
kasus pelecehan seksual, perjudian, pencurian, bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh
sebab itu, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif
dan bertanggung jawab dalam pencegahan kasus-kasus sosial yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda,
Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang
lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih
berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya
strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan

masyarakat.

Kekuatan (Strengths):
1. Otoritas dan Legitimasi Institusi:
a) Polda Gorontalo memiliki kewenangan hukum dan penegakan untuk
menangani kasus sosial.
b) Dinsos memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan
masalah sosial.
c¢) Kemenag membawa otoritas dalam hal nilai-nilai agama yang dapat
mempengaruhi perilaku sosial.
d) HIMPSI dapat memberikan kontribusi dalam hal penanganan aspek
psikologis dan kesehatan mental.
2. Jaringan dan Sumber Daya:
a) Polda Gorontalo memiliki jaringan luas dalam penegakan hukum.
b) Dinsos memiliki akses ke sumber daya sosial dan dukungan masyarakat.
c¢) Kemenag dapat memanfaatkan jaringan keagamaan untuk mencapai

masyarakat.
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d) HIMPSI memiliki tenaga ahli dalam psikologi yang dapat mendukung

pendekatan pencegahan.

Kelemahan (Weaknesses):
1. Kurangnya Koordinasi:
a) Mungkin terdapat kendala dalam koordinasi antara berbagai lembaga,
menghambat implementasi strategi.
b) Perbedaan pendekatan antara institusi dapat mengurangi efektivitas upaya
pencegahan.
2. Keterbatasan Sumber Daya:
a) Kurangnya anggaran dan personel dapat menjadi hambatan dalam
pelaksanaan strategi pencegahan.
b) Keterbatasan infrastruktur dan teknologi mungkin mempersulit

monitoring dan evaluasi.

Peluang (Opportunities):
1. Partisipasi Masyarakat:
a) Adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan
pencegahan dapat dimanfaatkan.
b) Pelibatan aktif dari komunitas dapat meningkatkan efektivitas program.
2. Pemanfaatan Teknologi:
a) Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah pelaporan dan
pemantauan kasus sosial.
b) Media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk menyampaikan

informasi dan edukasi.

Ancaman (Threats):
1. Perlawanan dari Kelompok Tertentu:
a) Kelompok atau individu tertentu mungkin menentang upaya pencegahan,
menghambat kesuksesan program.
b) Resiko konflik kepentingan antar lembaga atau individu.
2. Perubahan Sosial dan Ekonomi:
a) Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi mungkin memicu

peningkatan kasus sosial.
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b) Krisis ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan sosial di

masyarakat.

Rekomendasi:
1. Peningkatan Koordinasi:
a) Membangun mekanisme yang efektif untuk berkomunikasi dan
berkoordinasi antara lembaga terlibat.
b) Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dengan
jelas.
2. Optimalisasi Sumber Daya:
a) Mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta
atau lembaga non-pemerintah.
b) Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan
dan evaluasi program.
3. Penguatan Pendekatan Holistik:
a) Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
b) Mengintegrasikan pendekatan psikologis dan nilai-nilai keagamaan dalam
strategi pencegahan.
4. Edukasi Masyarakat:
a) Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kasus sosial dan cara pencegahannya.
b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan.
5. Monitor dan Evaluasi Rutin:
a) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengukur
keberhasilan program.
b) Menggunakan data hasil pemantauan untuk melakukan perubahan dan
penyesuaian jika diperlukan.
Berdasarkan analisis SWOT dapat digambarkan bahwa selama pelaksanaan
proyek perubahan ada beberapa permasalahan yang dihadapi berserta solusi untuk

mengatasinya, dapat dijabarkan sebagai berikut;
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Tabel 6 Kendala dan Rencana Solusi dalam proyek perubahan

memiliki akses terbatas
terhadap informasi dan

layanan.

No. Kendala Rencana Solusi
Keterbatasan anggaran dan
personel dapat menjadi Mendorong pihak terkait untuk mengalokasikan
1 kendala serius dalam sumber daya dengan efisien, dan mencari
' pelaksanaan strategi dukungan dari pihak swasta atau lembaga
penguatan jaringan nirlaba untuk mendukung program pencegahan.
pendukung masyarakat.
M;:?;ﬁﬁit 21111111%111( :ﬁ;ﬁ?k Melakukan kampanye penyuluhan secara
pelil tingny}; pencegahan intensif melibatkan Kemenag, Dinsos, dan
2. kasus sosial atau tidak HIMPSI untuk meningkatkan kesadaran
memiliki kesadaran yang masyarakat tentang dampak sosial dan cara
cukup. pencegahannya.
Membentuk mekanisme koordinasi reguler
Kurangnya koordinasi antar antara Polda Gprontalo, Dinsos, Kemenag', dan
lembaga dapat HIMPSI. Ini dapat mel}bgtkan rapat rutln,.
3. menghambat efektivitas penggunaan platform 'dlgltal untuk berbagi
strategi informasi, dan pelatihan bersama untuk
' meningkatkan pemahaman tentang peran
masing-masing lembaga.
Beberapa wilayah mungkin
sulit dijangkau, sehingga Mengembangkan program aksesibilitas seperti
4 masyarakat di sana penyuluhan online, mobile units, atau kerjasama

dengan pihak lokal untuk mencapai wilayah
yang sulit dijangkau.

H. Tim Efektif

Susunan Tim Proyek Perubahan yang terlibat terdiri dari Mentor, Coach, Project Leader

dan Tim Kerja dari BA Subdit III Dit. Intelkam Polda Gorontalo

Tabel 7 Daftar Tim Efektif Proyek Perubahan

No Nama Jabatan dalam dinas Jabatan dalam tugas
Hendri Hotuguan Siregar, Dir Intelkam Polda
! S.ILK Gorontalo Mentor
. Kasubdit IIT Dit Intelkam .
2 | Roni Engahu,S.Pd Polda Gorontalo Project Leader
3 | Fikri Sjafti, S.LK Wadir Intelkam Polda Sponsor
Gorontalo
Kasubdit II Dit Intelkam
4 | Ahmad Eka Perkasa, S.I.LK Polda Gorontalo Sponsor
. Kanit 1 Subdit I1I Dit . .
5 | Rolly Pombaile, S.E Intelkam Polda Gorontalo Tim Pokja Sun Sop
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6 | Nurifad Harun, S.H Ba Subdit III Anggota
7 | Mohamad Yusril Ba Subdit 111 Anggota

. . Ps. Panit 2 Subdit Iii Dit . .
8 | Sri Yuniarti Kum, S.H Intelkam Polda Gorontalo Tim Koordinasi
9 | Idris Badaru Ba Subdit III Anggota
10 | Fernando Pemba Ba Subdit II1 Anggota
11 | Tazkir N. Dorus Ba Subdit 111 Anggota

. Bamin Subdit III Dit . . .

12 | Hardiyanto Rauf Intelkam Polda Gorontalo Tim Administrasi
13 | Alex Utina Ba Subdit 111 Anggota
14 | Saidin Arafah Ba Subdit III Anggota
15 | Zulkifli Sunggungi Ba Subdit 111 Tim Teknisi
16 | Marten Kaharu Ba Subdit III Anggota
17 | Defri Yusuf, S.H Ba Subdit II1 Anggota
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BAB 11

RUMUSAN STRATEGI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan melalui koordinasi dengan mentor

selaku atasan langsung dan pemantauan proyek perubahan dengan bimbingan coach.

Dalam melaksanakan dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam proyek

perubahan maka rencana tahapan kegiatan termuat dalam tabel capaian proyek

perubahan jangka pendek sebagai berikut:

Tahapan dan Hasil Stakeholder
No Peran tim leader | Pencapaian
Kegiatan Kegiatan/Output | yang terlibat
1 | Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan
e Koordinasi e Tugas anggota | ¢ Internal e Identifikasi Sesuai
bersama  mentor tim e Dosen dan rencana dan
dan coach e SK Tim e Tim efektif mengusulkan | terget
e Kunjungan calon tim
koordinasi kepada
bersama pimpinan
stakeholders e Diskusi
e Pembentukan TIM rancangan
e Destribusi  tugas kegiatan
anggota proyek untuk
e Penerbitan SK Tim kinerja  tim
kerja efektif
2 | Pemetaan kasus sosial
e Survei data kasus | ¢ Data surveri | ¢ Internal e Melakukan Sesuai
sosial kasus sosial e Tim efektif analisis rencana dan

Analisis data kasus
sosial berdasarkan

jenis kasus

e Peta kasus

sosial

e Dosen

terhadap hasil

survel

target

26




Penyusunan peta

kasus sosial

Mendiskusika
n hasil
pemetaan

kasus sosial

FGD

Pemaparan  hasil

pemetaan  kasus
sosial
Diskusi  analisis
dan  pemahaman
bersama  terkait
permasalahan
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e Penyediaan e Layanan pusat | e Internal Mengidentifik | Sesuai
sumber daya pada kritis e Tim efektif asi proses | rencana dan
layanan pusat kritis layanan target

e Melakukan Melakukan
analisis proses validasi sistem
layanan kerja

e Menetapkan
desain sistem kerja

e Membangun pusat
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Sosialisasi layanan pencegahan kasus sosial
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tempat dan format dan laporan | ¢  Timefektif jalannya rencana dan
sosialisasi sosialisasi sosialisasi target

e Pembuatan materi
sosialisasi

e Sesi sosialisasi

Uji coba layanan pencegahan kasus sosial

e Melakukan deteksi | ¢ Dokumentasi e Internal Melakukan Sesuai
dini terhadap dan laporan | ¢ Tim efektif monitoring rencana dan
indikasi kasus masyarakat terhadap target
sosial di terkait prosedur
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e Menerima laporan kasus sosial layanan
masyarakat terkait Mengindentifi
kasus sosial yang kasi kendala
belum dan tengah pelaksanaan
terjadi layanan
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Berikut adalah rincian kegiatan dalam capaian milestone proyek perubahan pada
rencana tahapan jangka pendek:

1. Capaian milestone 1 : Membangun Tim efektif

Gambar 1 Koordinasi bersama mentor

Koordinasi bersama Dir. Intelkam Polda Gorontalo selaku mentor dilakukan pada hari
Senin, tanggal 18 September 2023 untuk melaporkan berbagai persiapan dalam
permasalahan proyek perubahan. Dalam proses koordinasi ini leader proyek melaporkan
dan mengkosultasikan rencana pelaksanaan kegiatan proyek perubahan serta meminta
dukungan penuh agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Konsultasi
bersama mentor juga dilakukan untuk menyepakati pihak-pihak stakeholders yang

terjalin dalam kolaborasi proyek perubahan.
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Gambar 2 Kunjungan koordinasi bersama stakeholder
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Kunjungan koordinasi dengan stakeholder dilakukan dengan menyampaikan
maksud dan tujuan kolaborasi pada proyek perubahan. Kunjungan pertamaa yakni
ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023
kemudian kunjungan kedua dilakukan di Kementerian Agama kantor wilayah
Provinsi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 dan kunjungan
ketiga dilakukan di sekretarian Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Gorontalo
pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023. Pada kunjungan ini pihak
stakeholder memberikan respon positif dan dukungan atas rencana proyek
perubahan yang akan dilakukan dengan kolaborasi bersama instansi tersebut,

berikut adalah surat dukungan yang diberikan oleh stakeholder:

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
WILAYAH GORONTALO
Swtrviet . Papre s,

Gambar 3 Surat dukungan stakeholder
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Gambar 4 Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Efektif

Pembuatan surat perintah penunjukkan tim efektif yang ditandatangani oleh Dir.
Intelkan Polda Gorontalo yang tujuannya sebagai informasi penting bagi tim kerja

agar dapat membantu pelaksanaan proyek perubahan hingga terlaksana dengan baik.

2. Capaian Milestone 2 : Pemetaan kasus sosial
Proses pemetaan kasus sosial dilakukan dengan mengumpulkan tim efektif untuk

membantu proses analisis dan identifikasi kasus sosial yang akan ditangani dalam
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pelayanan pencegahan. Pertemuan dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29

September 2023 di ruang rapat 1t.3 Subdit III Intelkam Polda Gorontalo.

Gambar S Diskusi analisis pemetaan kasus sosial

Dalam memetakan kasus sosial, tim efektif melakukan identifikasi jenis kasus dari
data kasus kejahatan sosial oleh reserse kriminal umum Polda Gorontalo,
kemudian data tersebut elaborasi dengan hasil diskusi dalam kunjungan pada
masing-masing instansi. Proses pemetaan ini dilakukan dengan melihat jenis
kasus yang paling banyak terjadi dengan intensitas tinggi di Provinsi Gorontalo

dan kasus yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, hasil identifikasi
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jenis kasus sosial tersebut kemudian di petakan sebagai jenis kasus sosial yang

akan di layani dalam proyek perubahan ini.
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Gambar 6 Data kasus kejahatan sosial

Judi

Pemalakan Miras

Bunuh Diri

Pembunuhan Peta Kasus Sesuai Pelacuran

\ Pemerkosaan

Narkoba

Pencurian

Pelecehan

Penipuan Seksual

Perampokan

Gambar 7 Hasil pemetaan kasus sosial
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3. Capaian Milestone 3 : Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2023 di Hotel Yulia
Gorontalo. Dalam forum ini diskusi dilaksanakan dengan membahas jenis kasus
sosial yang berkembang di Provinsi Gorontalo oleh ke empat instansi kolaborasi
dalam hal ini hasil pemetaan kasus sosial disampaikan dan dijelaskan pada peserta
FGD. Dalam pandangan peserta FGD kasus sosial yang dipetakan telah menjadi

kasus yang memiliki urgensitas untuk dicegah secara sosial masyarakat.

Gambar 8 Undangan FGD Stakeholders
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Forum Group Discussion

PENGURTAN JARINCAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCECAHAL KASUS SOSIAL

Gambar 9 Pelaksanaan FGD
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Gambar 10 Daftar hadir peserta FGD

Diskusi kasus sosial kemudian dikembangkan dengan analisis solusi yang menghasilkan

rencana aksi kegiatan untuk memberikan pelayanan pencegahan kasus sosial.
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Gambar 11 Notulen FGD
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RENCANA AKSI KEGIATAN
“PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINS| GORONTALO™
NO NAMA INSTANSI KEGIATAN SASARAN
1 | Dinas Sosial Provinsi Gorontalo | Scsialisasi pencegahan Kasus sosial - Masyarakat
Pemberian bantuan sosial - Masyarakat
Penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | - Pekerja sosial professional
- Pekerja sosial masyarakat
- Taruna siaga bencana
« Lembaga kesejahteraan
sosial
- Karang taruna
- Lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga
- Tenaga kesejahteraan
soslal kecamatan
- Wanita pemimpin
sosial
2 | Kepollsian Daerah Gorontalo Pemberian binaan penanganan bullyng di 1 sekolah | Pelajar
Penghapusan zona merah (wilayah dengan kasus kejahatan Masyarakat Ipilo dan Biawu
tinggi) melalui pendekatan humanis
Menjalin barsama dalam
menampung masukan (curhat) terkait masaah yang dialami
Patroll Cyber at
1 Desa 1 Polisi (Binmas)
Melakukan deteksi dinl kasus sosial melalui 3 pilar satuan Masyarakat
dengan 414 Babinkamtibmas di 729 kelurahan dan desa
Melakukan pelaporan kasus bunuh diri kepada pusat
terdekat untuk dasar
kasus bunuh diri
Membuat edaran penanganan kasus bunuh diri
3 | Kementerian Agama Provinsi Penanaman pengetahuan agama pada Lembaga pendidikan Pelajar
Gorontalo keagamaan
Pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat umat |
Pemberdayaan majelis takiim sebagai wadah penguatan nilai- | Masyarakat
nilal keagamaan
Pengoptimalisasian peran penyuluh agama dalam Penyuluh agama
dan
ajaran agama kepada kelompok binaan dan masyarakat
secara umum
Memfungsikan kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama KuAa
sebagai konselor agama
ik majelis dai 1 untuk menghimpun
potensi dai
Memperkuat Dewan Kesejahteraan Masjid untuk
mengoptimalkan kinerja masjid melalui aktivitas keagamaan di
masjid
[ | bimbingan indbi
4 | Himpunan Psikoogi bagi anak dan lansia bersama BKKBN (Anak dan Lansia)
Gorontalo Penyediaan Hotline Service Psyhcology bersama
Gerakan PFA (Psychological First Aid) Guru dan Siswa
konseling pra nikah

Hasil rencana aksi kegiatan dijadikan sebagai bentuk pelayanan dalam pencegahan kasus
sosial yang akan dilaksanakan. Sebagai kesepakatan bersama antara instansi yang
melaksanakan kolaborasi maka setelah pembahasan rencana aksi kegiatan peserta FGD
dalam hal ini diwakilkan oleh pimpinan masing-masing instansi menandatangani nota
kesepakatan sebagai bentuk komitmen pada kolaborasi proyek perubahan ini. Bentuk
kesepakatan dilakukan dengan menyatakan kesediaan masing-masing instansi dan

penyediaan sumber daya baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya

Gambar 12 Rencana aksi kegiatan

yakni fasilitas sarana.
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ANTARA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
DENGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA GORONTALD

NOMOR 01 /KS /X /2023
TENTANG
PELAKSANAAN KOLABORASI DALAM PROYEK PERUBAHAN
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KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO™
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Gambar 13 Nota Kesepakatan

DIt SUKMA NURILAWATI BOTUTIHE, M.PSL, PSIKOLOG

4. Capaian Milestone 4: Pembentukan SOP Pelayanan
Pembentukan SOP layanan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober
2023. SOP layanan dibentuk dengan menyesuaikan tujuan dan lingkup kerja
masing-masing stakeholder yang berkoaborasi dalam proyek perubahan ini. Alur

pelayanan disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang ditawarkan pada rencana
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aksi kegiatan yang telah disusun bersama stakeholder. Standar keberhasilan SOP

dilihat dengan terlaksananya rencana aksi yang telah di sepakati.

Gambar 14 Diksusi pembentukan SOP layanan
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Gambar 15 SOP layanan pencegahan kasus sosia
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Capaian Milestone S : Perancangan layanan pencegahan kasus sosial

Rancangan layanan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023.
Dalam pertemuan ini dibentuklah tim koordinasi yang bertugas untuk menjadi
perwakilan setiap instasi kolaborasi dalam mengkoordinasikan pelayanan
pencegahan kasus sosial. Tim koordinasi kemudian. Pada pertemuan ini juga

disepakati rencana aksi kegiatan dan SOP Layanan yang telah di susun untuk

menjadi panduan kerja tim.

nomor K. 1/PDP.07/2023 tentang
Kapala Lembaga Aparatur Negara.

Kapemimoman;
Lanjut Palsksanaan FGD tanggal 10 Oltobar 2023 tentang

e
2023 parunpian

ot Qo

42

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
—DIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

mwﬁ 7023

Peftimbangan batwa dalam rmgka kepeningen dnss, meka dipandang perit
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Indonesia;
2 Surst Nota Di Dir Intelkam poida Goronislo Namor: BIND-
Dt 1K 1anggal 08 Novomber 2023 lentang Pemohonan
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3, Rencana keda Bidhumas Polda Gorontalo Tabun 2023,
DIFERINTAHKAN

: AIPDA LISMAN SANUSI IDU NRP_ 80050308

BA BIDHUMAS POLDA GORONTALO;
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KEPOLISIAN HEGARA REPUBLIK HDONESIA
DAERAH GORONTALD
EIRO SUNBER DAY MANUSIA

—EROSUMBER DAYA MANUSIA

TA DINAS
Wormor - BND- KoL Il 202372 Sam
Kepats  : ¥, Dirlnlkam Poida Gorontso
D Kero Sdm Polda Goronlalo
Hal "
1. Raian
a
[
. "

Srubiral Keperinpinan;

4. Tindak Lanjl Pelaksanaan FGD tanggel 10 Oktober 2023 temtang Pengualan aingan penduiurg
masyarakat dalam peeegohan kasus Sasial Kolaborasi Fada Gorontal, Dinsas, Kemenag, HIMFS!
Frovingi Gomelao;

Nota Dinas Nomor: 8 IND-TOTAIZ02D 1K, tanggal 05 Movemosr 2023 perksal Pormohonan
ni,

2 Sehuu

n dengan wjdkan lorsobut i oo

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAES RONTALO
DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT

NOTA DINAS
Nomor: BIND- 3/ /XUOTL.2.1/2023/Ditbinmas

Kapada : Yth. Dir Intelkam Polda Gerentale
Dari  : Dirsktur Pembinaan Masyarakat

Hal  :Pengiriman psrsonel

Rujukan:
s Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tamtang Kopolisian Negara Ropublk
Indenesia;

b, Nt Dinas Dir Intslkam Polda Gorontalo Nomor : BIND-TOS/XI/Z02/Dit IK tanggal 6
November 2023 perihal Permohonan Persone!.

I
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dikirimkan kepada KA, nama persanel

Dilbinmas untuk difbatkan dalam Pembeniukan Satgas Peiayanan Pencagahan Kasus
Sosial masing-masing atas nama:

a. AKBP MAHSAR TORADA, SE. SH. MH'NRP 72050503 Jabatan Kesubdit

1 CF

: Dl Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Gorontalo;

b. AKBP TONI C. NAPITUPULU, SE NRP' 73010699 Jabatan Kasubdit Binpoimas
Ditbinmas Polda Gorontalo.

Denkian unluk menjadi makjum,
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Gorontalo, /0 November 2023
Tembusen :

1. Kapokd Garonialo

2. Irwasdz Paida Gorantalo.

3. Kebcpropam Pokda Garortaa

Tembusan:

1. Kapoida Gorontalo.

2. Iwasda Polda Gorontalo.

3. Kabid Propam Palda Gorontalo.

IRJAN, 51K
"BESAR POLISINRP 71010430

Gambar 16 Undangan Perancangan Layanan

Gambar 17 Pembentukan tim kerja dan diskusi rancangan pelayanan
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Gambar 18 Daftar hadir peserta tim koordinasi
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Memperhatikan : Surat Perintah  Penugasan dalam mengikuti  Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat If untuk melaksanakan
proyek perubahan

HIMPSI

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN MEMUTUSKAN:

JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT Menetapkan

DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL KESATU Penctapan Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tim
Honlok 02, i/ K1/ 2085 Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gerontalo Tahun

2023 dalam Lampiran Keputusan ini.
FENETAPAN TIM FENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEDUA : Tim Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo

OSIAL DI FROVINSI GORONTALO

Menimbang :a.

b

Mengingat 1

Talhiun 2023 mempunyai tugas
. Melsksanskan Koordinasi Upaya Pencegahan Terjadinya Kasus
Sosial di Provinsi Gorontal

TAHUN 2023

bahwa dalam upaya pencegahan terjadinga kasus social yang b. Mengidentifikasi Kasus Kzsusi\nm yang terjadi;
sering terjadi, maka dipandang perlu untuk membentuk wadah ¢ Mengkoordinasikan Penetapan Kasu
kerjasama antara Pemerincah, Kepolisian dan Masyarakat. d. Mengkoordinasikan gelar Kasus;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana . Mengkoordinasikan Penanganan Kasus
dimalsud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pendukung 1. Melaporkan.
Pencegahan Kasus Sasial di Provinsi Garantalo Tahun 2023; KETIGA Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan.
bahwa herdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalisud pada Anggaran yang berkesesuaian
urufb, perl n Ketua KEEMPAT  : Keputusan Ini mulsi berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tim Penguatan Jaringsn Pendulung prialg S
Pencogahan Kasus Sosial. ,
Ditetapkan di Go
a tan ber 2023
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik pada tanggal 13 Npvember
Indonesia ™,
Und Nomor 11 Tahun 200 Sosial
Undangundang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Dot it AKEP FONI SETIAWAN ENGAHU, SPD
Undang-undang Normar 35 Tshun 2009 Tentang Narkotika Featie
Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Parnografi : g'::n[::gﬁf;:;'ﬁ‘ﬂ
Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri 3. Selcrotaris Daerah Provinsi Gorontals

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian 4. Kakanwil Kemenag Provins{ Gorontalo

5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
e TS 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Garontalo.
Kitab Undang

16 Tahun

11,

12,

pengandalian Peredaran minuman beralkohol,

Perda Provinsi Gorontale Nomer 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan
maksiat.

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN [ARINGAN PENDUKUNG
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL

NOMOR $02 KS / X1/ 2023
TANGGAL 13 November 2023
I Penasehat 1. Gubernur Gorontala
2. Kapolda Gorontalo
1L Pengarah Dir. Intelkam Polda Gorontalo

11 Tim Penanggung Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan
Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

 PENANGGUNG JAWAB

habinkamtibmas
i | Kepolisian Daerah Gorontalo Kabag Psikologi Biro SOM
Kasubait Tipidsibber

£ | Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Kepala Bidang Linjamsos

Kantor Wilayah Kemenag Provinsi

B "
Gorontalo Kepala Bidang Analis Kebijakan
Himpunan Psikalog] Indoncsia Wilayah
Gorontalo Kepala Bidang Asesmen Psikologi

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2023

KETUA TI

AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, 5.PD

Gambar 20 Keputusan pembentukan tim percepatan layanan kasus sosial

Capaian Milestone 6 : Sosisalisasi layanan pencegahan kasus sosial

Sosialisasi
koordinasi

akademisi.

dilakukan dengan penyusunan materi sosialisasi bersama tim
dan menentukan format sosialisasi yakni kepada masyarakat dan

Sosialisasi dilaksanakan dengan pertemuan leader proyek dengan

beberapa masyarakat dan akademisi.
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Gambar 21 Melakukan koordinasi bersama tim kerja layanan terkait rencana
sosialisasi

Gambar 23 Sosialisasi kepada pihak masyarakat
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7. Capaian Milestone 7 : Uji coba layanan pencegahan kasus sosial

Uji coba dilakukan dalam penanganan kasus bunuh diri. Data yang diterima oleh
tim kerja sebanyak 32 kasus bunuh diri terhitung hingga bulan November 2023.
Layanan pencegahan yang dilakukan yakni pada bidang Sosial dengan
memberikan bantuan dan pelatihan ekonomi kepada masyarakat untuk
memperkuat usaha rumahan yang membantu kondisi ekonomi masyarakat.
kerohanian dilakukan dengan penanaman pengetahuan agama di Lembaga
pendidikan keagamaan dan penyuluhan agama terkait kasus bunuh diri. Semntara
layanan pencegahan yang dilakukan oleh bidang psikologi yakni memberikan
pendampingan Psychologi Fair Aid (PFA) di lembaga pendidikan formal yakni
SMA/SMK se provinsi Gorontalo.

KASUS BUNUH DIRI DI PROVINS| GORONTALO (TAHUN 2023)

Waktu kejadian (Bulan) Wilayah Kejadian Jumlah kerban
) Kab. Gorontalo 2 orang
Januari
Kota Gorontalo 1orang
Kah. Bone Bolango 1 orang
Februari Kah. Boalemo 1 orang
Kab. Gorontalo 3 orang
Maret Kah. Gorontalo 1 orang
N Kota Gorontalo 1 orang
April
Kab. Gorontao 3 orang
Kab. Bone Bolango 2 orang
Mei Kab. Pohuwato 1 orang
Kah. Gorontalo Utara 1 orang
Kab. Gorontalo 1 orang
Juni Kota Gorontalo 1 orang
Kah. Bone Bolango 1 orang
Juli Kab. Bone Bolango 3 orang
uli
Kab. Gorontalo 1 orang
Agustus Kab. Gorontalo 1 orang
Kab. Gorontalo Utara 1 orang
September
Kab. Gorontalo 3 orang
Kab. Gorontalo 1 oran,
Oktober £
Kah. Gorontalo Utara 1 orang
November Kota Garontalo 1 orang
Total kasus 32 orang

Gambar 24 Laporan data kasus bunuh diri

Laporan terkait kasus bunuh diri juga diterima melalui operasi patroli cyber yang
dilakukan oleh reserse kriminal khusus Polda Gorontalo, yakni ditemui adanya
kasus penyebaran hoax terkait bunuh diri yang dilakukan oleh dua remaja
perempuan. Hasil operasi patroli cyber kemudian dikoordinasikan ke Polsek
terdekat untuk dilakukan tindak lanjut penangkapan terhadap terduga pelaku
penyebaran berita #oax bunuh diri dengan modus gantung diri melalui media

sosial. Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaki dengan
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memberikan proses penjeraan kepada terduga pelaku dengan membuat video
permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo melalui media sosial atas tindak

penyebaran hoax yang dilakukan.

Assalamualaikum WrWb

Kepada Yth
Kapolres Gorontalo

Dari
Kapolsek Telaga Biru

Perihal : Adanya Seorang Warga Yang Memposting Foto Gantung Diri Di Media Sosial
( Facebook ) Di Desa Talumelito Kec Telaga Biru Kab Gorontalo.

Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 18.00 WITA, bertempat di desa Talumelito Kec
Telaga Biru berdasarkan hasil informasi melalui postingan salah satu akun media sosial atas
nama Amelia Devika bahwa telah terjadi peristiwa gantung diri oleh searang perempuan
yg di ketahui bernama salsa Bau

Setelah mendapat informasi anggota Polsek Telaga Biru yg di pimpin langsung oleh
Kapolsek Telaga Biru Ipda Nixon M Amuntu mendatangi TKP, setibanya di TKP berdasarkan
keterangan dari kepala Desa Talumelito kejadian tersebut tidak benar adanya ( Hoax ) dan

para terduga pelaku sudah melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian

Setelah dilakukan koordinasi dengan warga setempat tidak memerlukan waktu lama
anggota Polsek Telaga Biru menemukan para terduga pelaku gantung diri tersebut,
kemudian oleh anggota Polsek Telaga Biru dibawa pimpinan Kapolsek Telaga Biru Ipda
Nixon M Amuntu langsung membawa para pelaku untuk di amankan sekaligus di berikan

pembinaan terkait hal yg telah di perbuat oleh para pelaku
Catatan:

1. Kapolsek Telaga Biru di dampingi anggota Koramil Sertu Jalil memberikan pembinaan
terhadap para pelaku untuk tidak melakukan hal yg serupa yg dapat membuat keresahan
dan memotivasi warga lainnya untuk berbuat hal yg demikian sebab di provinsi Gorontalo
masih Hoboh hebohnya peristiwa gantung diri.

SR Type a message

Gambar 25 Laporan patroly cyber

Gambar 26 Pelayanan Pencegahan di bidang kepolisian

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yakni memberikan

sosialisasi pencegahan kasus sosial dan pemberian bantual sosial sebagai upaya
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memperkuat ekonomi masyarakat dalam hal ini dengan memberikan pelatihan

kewirausahaan.

Gambar 27 Layanan pencegahan di bidang sosial

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenag yakni memberikan
binaan kerohanian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan dan pendampingan

melalui pemberdayaan majelis taklim di setiap masjid.
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KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS| CORONTALO

H
agynuh Dirl Bukan Solus!
’_____—‘

BUNUH DIRI ¢

STOP SHARE !

Berita, Foto dan Video KORBAN

L

i

Kenali Gejala Bunuh Diri
* Membicarakan Bunuh Diri dan Kematian
» Menyakiti Diri Sendiri
*Mencari cara mematikan untuk bunuh diri
= Mengucapkan kata-kata perpisahan i

“Dian janganloh karmu membunuh dirimu:
=esungauhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,

mako Kami Ksiak okan memasukionaya ko dolom nero
¥ang demikian itu odalah mudah bagi Alleh." [Q5.

Dr.H.M. MUFLIH B. FATTAH, MM
KAKAMWIL

Gambar 27 Pelayanan pencegahan di bidang kerohanian

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak HIMPSI Gorontalo yakni

memberikan Psikoedukasi kepada kalangan remaja melalui pembekalan PFA
(Psychology Fair Aid) di SMA/SMK sederajat.
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Gambar 28 Pelayanan pencegahan di bidang psikologis

B. Kepemimpinan Strategis

1. Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan

Gambaran perubahan

sebelum dan

sesudah proyek perubahan dalam

implementasinya, anatara lain sebagai berikut:

Tabel 8 Perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan

No

Sebelum

Sesudah

1

Provinsi Gorontalo

Kurangnya langkah yang tepat
guna dalam pencegahan kasus
sosial seperti kasus bunuh diri di

Terjadi penurunan angka kasus sosial
seperti kasus bunuh diri di Provinsi
Gorontalo karena adanya
implementasi yang tepat guna dalam
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pencegahan kasus sosial
bunuh diri.

seperti  bunuh diri di
Gorontalo

2 Kurang koordinasi para piahk | Terjadinya koordinasi dengan pihak
stakeholder stakeholder = demi  terwujudnya
pelayanan pencegahan kasus sosial

masyarakat dalam pencegahan | Provinsi Gorontalo

kasus sosial seperti kasus bunuh
diri

3 Belum adanya pelayanan dan | Terciptanya pelayanan pencegahan
informasi yang mempermudah | kasus sosial yang lebih baik di

Perubahan Peta Kelompok Stakeholder

a. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan

——

{punya kepentingan sedikit namun pengaruh besar) Al (kepentingan besar dan punya pengaruh besar)

1. Kapolda Gorontalo 3
2. Kadinsos Prov Gorontalo E Internal Eksternal
3. KaKanwil Kemenag Provinsi 3 L. SubditTntelkam 1. TKSK
Gorontalo a 2. SatIntelkamPolres 2. Psikolog
4. Ketua HIMPSI Provinsi 3. Krimum
Gorontalo 4. Krimsus
5. Dir Intelkam Polda 5. TKSK
6. Dir Krimum Polda 6. Psikolog
7. Karo SDM
< Kepentingan >
1. Jajaran Kapolres 1. Komunitas pendukung
1. Jajaran Walikota / Bupati masyarakat
3. Masyarakat 1. Pengembangan fungsi SDM
3. Tokohadatdanagama
4. Personel Bhabinkamtibmas
5. HIMPSI
{gunyg kepentingan sedikit dan pengaruh kecil} (punyg kepentingan besar don pengaruh kecil)

b. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan
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——

{punyg kepentingan sedikit namun pengarub besar) (kepentingan besar dan punya pengarub besar)

N
v’

1. Kapolda Gorontalo -
2. Kadinsos Prov Gorontalo E Internal Eksternal
3. KaKanwil Kemenag Provinsi o 1. SubditIntelkam
Gorontalo a 2. SatIntelkam Polres
4. Ketua HIMPSI Provinsi 3. Krimum
Gorontalo 4. Krimsus
5. Dir Intelkam Polda 5 TKSK
6. Dir Krimum Polda 6. Psikolog
7. Karo SDM
< . p
Kepentingan
1. Jajaran Kapolres 1. Komunitas pendukung
1. Jajaran Walikota / Bupati masyarakat
3. Masyarakat 1. Pengembangan fungsi SDM
3. Tokohadatdan agama
4. Personel Bhabinkamtibmas
5. HIMPSI
(punya kepentingan sedikit dan pengaruh kecil] (punya kepentingan besar dan pengaruh kecil)

C. Implementasi Strategi Marketing

Secara teori strategi marketing merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu dan
menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan
dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan marketing dari suatu proyek. Implementasi
strategi marketing menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan
pelaksanaan proyek perubahan ini. Sistem strategi marketing yang digunakan dalam
proyek perubahan ini yaitu strategi 4P+1C (Product, Price, Place, Promotion, and
Customer). Berikut uraian dari strategi marketing yang digunakan dalam proyek ini:
1. Product

Produk pada Proyek perubahan ini meliputi pembentukan layanan pencegahan

kasus sosial di masyarakat. Pembentukan pelayanan pencegahan kasus sosial ini

disertakan dengan adanya tenaga professional yang ikut serta dalam penelusuran
dan mendeteksi kasus sosial maupun mendampingi dan memberdayakan
masyarakat untuk pencegahan kasus sosial. Sumber daya dalam proyek perubahan

ini berasal dari personel Polda, Dinas Sosial, HIMPSI Kanwil Kemenag di

Provinsi Gorontalo untuk ikut membantu menekan angka kasus sosial di

masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan pelayanan pencegahan kasus sosial.
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Pembentukan layanan pencegahan kasus sosial dibuktikan dengan adanya nota
kesepakatan dari instansi yang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam proyek

perubahan.

2. Place
Place merupakan tempat untuk melaksanakan Proyek perubahan. Tempat
pelaksanaan proyek perubahan ini terpusat pada kantor stakeholder yakni Dit.

Intelkam Polda Gorontalo.

3. Price

Price adalah nilai/harga yang dimanfaatkan atau mendukung dalam keberhasilan
dari Proyek perubahan ini. Proyek perubahan ini belum memiliki dasar anggaran
yang jelas sehingga dalam proses pelaksanaanya masih bersifat sukarelawan oleh
setiap tim kerja. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan saat ini adalah
menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan daerah terkait kesediaan layanan
pencegahan kasus sosial agar dapat diakomodir persoalan nilai/harga bagi tim
kerja dan pengadaan saran prasarana layanan.

4. Promotion

54



Strategi promosi yang digunakan dalam proyek perubahan melalui sosialisasi
terkait pencegahan kasus sosial dan publikasi pemberitaan setiap kegiatan

pelaksanaan proyek perubahan dengan memantfaatkan sosial media.

Lewat FGD, AKBP Roni Engahu Gorontalo, (PN) — Bertempat diruangan Pembentukan TIM Pelaganan
Paparkan Pencegahan Masalah Sosial da
di Gorontalo

Command Center Direktorat Intelkam

Pencegahon Kasus Sosial di Provinsi
Gorontalo, telah  dilaksanakan K

- o
Pembentukan TIM Pela afcariets Fiol Kigmgrs

Q00006 Pencegahan  Kasus Sosal di Provinsi 000

Gorontalo”, Senin (13/11)

s—‘a

’ STRATEGI PENGUATRN JARIN
DALRM PENCEGH
DIPROVIN

Gorontalo, MEDGO.ID
Command Center Dir

Agama Gorontalo, FKUB Pr = "
HIMPS1 Gorontaio, mahas turut hadir Direkiorat Binmas Akbp “Toni
masyarakal, ks Charles Napitupulu. Akbp M. Torada, SD STRATEG! PENGUATAR JARTF
e it o Polda Bag Psykologi Ipw Rucy Arus ANl AL BEURTER

p— # rasgnin

] B ran
Kegh ng dipimpin Langsung oleh : = @
l'm]ofr Toade Akbp Roni S. Endahu, S.Pd ’ =

5. Customer
Customer merupakan target produk atau penerima manfaat dalam pelaksanaan
Proyek perubahan ini. Costumer dalam proyek ini adalah seluruh masyarakat
Gorontalo yang termasuk didalamnya seluruh lapisan masyarakat baik akademisi
dan tokoh masyarakat lainnya, karena tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat

menjadi target utama dalam strategi penanganan atau pencegahan kasus sosial.
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D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Daasar yang menjadi keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dalam Penguatan
Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial dengan Kolaborasi
Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI Provinsi Gorontalo yakni terbentuknya
pelayanan pencegahan kasus sosial di wilayah Gorontalo dengan optimalisasi kerja sama
antara stakeholders terkait penyediaan sumber daya dalam hal ini terbentuknya tim
percepatan pencegahan kasus sosial dan rencana aksi kegiatan layanan pencegahan kasus

sosial.

Sebagai langkah kontunitas proyek perubahan ini, maka upaya yang perlu dilakukan
yakni menyampaikan rencana proyek perubahan ini sebagai rekomendasi regulasi yang
akan diresmikan di wilayah provinsi Gorontalo. Langkah awal yang telah dilakukan
dalam mengupayakan keberlanjutan proyek perubahan ini adalah dengan kunjungan
kepada pimpinand daerah dalam hal ini Pelaksana Jabatan Gubernur Gorontalo. Pada
kunjungan tersebut leader proyek penyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan
dan perkembangan rencana proyek perubahan yang sedang berjalan. Harapannya pihak
pimpinan daerah dapat memberikan surat keputusan untuk menyusunan tim percepatan
dalam pelayanan pencegahan kasus sosial di provinsi Gorontalo. Komunikasi yang
terbangun menghasikan peranan yang tidak kalah penting. Rencana proyek perubahan
akan lebih dimatangkan dengan menyesuaikan regulasi yang ada di Provinsi Gorontalo

agar lebih efektif dan meminimalisir resiko.

Kunjungan pertama bermaksud untuk menyampaikan maksud dan tujuan proyek

perubahan dan diskusi terkait kondisi kasus sosial yang ada di Provinsi Gorontalo.
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Kunjungan kedua bertujuan untuk menyampaikan progress pelaksanaan proyek

perubahan dan penyerahan nota kesepakatan dan surat keputusan tim percepatan layanan

pencegahan kasus sosial sebagai rekomendasi awal untuk legalitas layanan.

E. Hasil Pemetaan Potensi Diri dan Strategi Pengembangan Potensi Diri

Berikut merupakan hasil dari pemetaan potensi diri dan strategi pengembangan

potensi diri:

Tabel 9 Nilai Komponen
.. Nilai Rata-Rata Per Sub | Kualifikasi Per Sub
Nilai Komponen Peserta Mentor
Komponen Komponen
Sub Komponen Integritas 8,33 8,67 8,57 Baik
Sub Komponen Kerjasama 8,8 8,6 8,66 Baik
Sub Komponen Mengelola Perubahan 8,2 8,8 8,62 Baik
Rata-Rata Total Sub Komponen 8,44 8,69 8,62 Baik
Kualifikasi Total Sub Komponen Baik Baik Baik
Keterangan Kualifikasi
9.00-10 Istimewa Akhir Sikap Perilaku
7-8.99 Baik 8,62
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang Kualifikasi:
1-2.99 Sangat Kurang Baik

Tabel 10 Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
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Istimewa : | Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir
Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu
diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi
perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai
bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan

pimpinan yang lebih tinggi

Pengembangan potensi diri dilakukan dilakukan dengan memberikan pengayaan
pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiata-kegiatan yang terukur pada saat
melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi kepada
peserta. Berikut materi-materi yang sekiranya perlu dilakukan pengembangan potensi diri
untuk peserta didik:

- Design Thingking dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

- Membina Kerjasama Tim
Pemilihan bahan pelatihan untuk pengembangan potensi diri karena sesuai dengan
rekomendasi pengembangan potensi diri yang ada bahwa peserta didik perlu
membutuhkan bimbingan dan juga perlu untuk diberikan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap dan juga perilaku peserta didik utnuk menduduki jabatan sebagai
seorang pimpinan, maka dari itu materi atau bahan ajaran diatas dirasa cocok untuk
menjadi bahan ajaran hal ini karena sesuai dengan rekomendasi dan juga kebutuhan dari

peserta didik.

F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan

Nama Peserta : Roni Setiawan Engahu, S.Pd

Nama Coach : Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si

Instatnsi : Polri

Judul Proyek : Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam

Pencegahan Kasus Sosial (Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil

Kemenag dan HIMPSI wilayah Provinsi Gorontalo)
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Tabel 11 Hasil mata pelatihan proyek

No Mata Pelatihan Jalur belajar Hubunl)gre:)r;:;rhadap Bukti Sumber Pembelajaran
1 | Merumuskan Kebijakan | Online/luring | Membantu merumuskan https://asn.futureskills
Publik Menggunakan Big rencana strategi .1d/fs/aktivitas/kelas-
Data analysis marketing dan pemetaan async/7/public
stakeholder.
= ]
2 | Membina Kerjasama Tim | Online/luring | Melakukan  koordinasi R https://asn.futureskills
Bersama tim kerja SERTIEIAT KELULUsAH .1d/fs/aktivitas/kelas-
async/13/public
&
3 | Menguasai Seni | Online/luring | Memberikan  sosialiasi https://asn.futureskills
Berkomunikasi terhadap proyek .id/fs/aktivitas/kelas-

perubahan kepada pihak
yang terkait

async/11/public
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus
Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag, dan HIMPSI di Wilayah Provinsi
Gorontalo bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, peduli dan
berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Kolaborasi dilakukan bersama stakeholder untuk membentuk pelayanan
pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk keseriusan pihak aparat
dan pemerintah Gorontalo dalam kasus sosial yang ada di masyarakat. Kolaborasi ini
dilakukan dengan komitmen bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Dalam jangka
pendek, komitmen kerja sama telah terbangun dan strategi ini berhasil diterapkan dan
berdampak padaterbentuknya tim kerja dan SOP layanan pencegahan kasus sosial.

Proyek perubahan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat dengan adanya

pusat layanan pencegahan kasus sosial yang lebih jelas dan dekat dengan masyarakat.

B. Saran

1. Dengan adanya pusat layanan pencegahan kasus sosial ini pihak internal
khususnya Polda Gorontalo dapat lebih cepat mengidentifikasi kasus sosial yang
berada di masyarakat

2. Dengan memanfaatkan layanan pencegahan kasus sosial ini pihak stakeholder
terkait lebih bersinergitas untuk memberikan upaya pencegahan yang lebih efektif

3. Dengan adanya tim kerja dan layanan pencegahan kasus sosial ini maka pihak
stakeholder dapat mengajukan perencanaan anggarakan khususnya dalam
menunjang sumber daya pada pelayanan kasus sosial

4. Dengan adanya pusat pelayanan maka masyarakat lebih mudah untuk mengakses
informasi yang menjadi sumber kasus sosial dan terciptanya lingkungan aman

serta kesejahteraan yang meningkat
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C. Tindak Lanjut
Hasil dari proyek perubahan ini berupa pelayanan pencegahan kasus soial yang dapat
dimanfaatkan lebih lanjut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan pendekatan bidang pada masing-masing stakeholder baik secara internal
maupun eksternal dalam implementasi jangka menengah maupun jangka Panjang
dalam proyek perubahan ini sehingga kedepannya diharapkan agar pusat pelayanan
ini dapat diberikan legalitas untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas
pelayanan. Rencana tindak lanjut dari proyek perubahan ini yaitu memberikan
rekomendasi kepada pimpinan daerah agar pusat pelayanan kasus sosial dapat
dijadikan sebagai wadah legal untuk memberikan respon kritis terhadap kasus sosial
di Provinsi Gorontalo. Terbentuknya tim kerja dan SOP pelayanan menjadi langkah

awal dalam upaya rekomendasi kepada pihak pimpinan daerah.
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HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
WILAYAH GORONTALO

Sekretarial JI. Pangeran Hidayal | No. 475, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Provinsl Goronlalo

HIMPS] GORONTALD ie—
Nomor C OV 1/ HIMPS 1. Gro/aon
Hal Dukungan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi., Psikolog
NIP - 197310172005012001
Jabatan : Ketua HIMPSI Wilayah Goronltalo

Memberkan dukungan atas proses dan penyelesaian proper dari AKBP Roni S. Engahu, 5.Pd
dengan judul "STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN BUNUH DIRI: KOLABORASI POLDA, DINSOS, KEMENAG DAN HIMPSI
WILAYAH PROVINSI GORONTALO"

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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HIMPSI
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
DENGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA GORONTALO
NOMOR 01/KS/X/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KOLABORASI DALAM PROYEK PERUBAHAN
“PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO”

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat
di Hotel Yulia Gorontalo, kami yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

1 AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, : Leader Proyek, bertindak untuk dan atas
SPD nama Kepolisian Daerah Gorontalo,

dalam hal ini bertindak dalam tugas
berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin
/ 744 [ IX / DIK.2.5./2023/ Dit Intelkam
tanggal 15 September 2023 tentang
perintah pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagai proyek leader dalam Tim
Efektif Proyek  Perubahan pada
Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional tingkat II ankagatan XXVIII
tahun 2023, yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU

2 SAGITA WARTABONE, S.T., MM : Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

3 Dr. H. MUFLIH B. FATTAH, MM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Gorontalo, dalam hal ini
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4 DR. SUKMA NURILAWATI
BOTUTIHE, M.PSL, PSIKOLOG

bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk sclanjutnya discbut
PIHAK KETIGA

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia
Wilayah Gorontalo, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Himpunan
Psikologi Indonesia Wilayah Gorontalo
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEEMPAT

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT
selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan
Sistem Kolaborasi dalam Proyek Perubahan “Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat
dalam Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

8 00 =3 ov Lh e LS KD

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 345 tentang Bunuh Diri

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang Pencurian

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang Pencurian

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 tentang Perzinahan

10 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Peredaran minuman beralkohol

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
12. Peraturan Dacrah Provinsi Gorontalo Nomor | Tahun 2016 tentang Perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
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Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

. I"I(-na kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bari PARA PIHAK beserta
Jajarannya sampai tingkat terbawah untuk melaksanakan Proyek Perubahan.
- Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Proyek Perubahan

Pasal 3
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

. PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Proyek Perubahan perlu didukung dengan sumber
daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan upaya
Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi
Gorontalo

- PARA PIHAK sepakat mengenai komitmen kerja atas rencana aksi yang akan disusun
dalam Proyek Perubahan ini

Pasal 4
- PARA PIHAK sepakat dalam mengkolaborasikan dan mensinergitaskan tugas pencegahan
kasus sosial di Provinsi Gorontalo

- PARA PIHAK sepakat untuk adanya pelayanan pencegahan kasus sosial di provinsi
Gorontalo

Pasal 5
JANGKA WAKTU

. Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

. Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambar 1
(satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

. PIHAK KESATU, dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo;

2. PIHAK KEDUA, dilaksanakan olch Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;

. PIHAK KETIGA, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Gorontalo
. PIHAK KEEMPAT, dilaksanakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah
Gorontalo
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Pasal 7
ADDENDUM

Nota kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian olch PARA
PIHAK atau yang ditugaskan, dan dituangkan dalam satu addendum yang merupakan
bagian yang terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat
sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepakatan ini dalam rangkap 4 (empat), masing-
masing sama ketentuannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ATU, PIHAK KEDUA.L

AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD

PIHAK KETIGA, PIHAK KEBMPAT,
»
-— __-___‘__,,"
Dr. H. MUFLIH B. FATTAH, MM DR. SUKMA NURILAWATI BOTUTIHE, M.PSI., PSIKOLOG
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK NDONESIA
DAERAH GORONTALO
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
Nomor : B/ND- 4oL /Xl 2023/Ro Sdm

Kepada . Yth. Dir Intelkam Polda Gorontalo

Dari : Karo Sdm Polda Gorontalo

Hal : pengiriman data personil sebagai salgas pelayanan pencegahan kasus sosial,
1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;

¢.  Keputusan Kepala Lembaga Aparatur Negara Nomor: 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan
Struktural Kepemimpinan;

d. Tindak Lanjut Pelaksanaan FGD tanggal 10 Oklober 2023 tentang Penguatan jaringan pendukung
masyarakat dalam pencegahan kasus Sosial Kolaberasi Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, HIMPSI
Provinsi Gorontalo;

e. Nota Dinas Nomor: B /ND-707/XI/2023/Dit IK, tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan
Personil. j

2. Sehu

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo.
2. Inwasda Polda Gorontalo.
3. Kabidpropam Polda Gorontalo.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA h
DAERAH GORONTALO
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo.

SURAT_PERINTAH
Nomor:Sprin/ W X1/2023

bahwa dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu
mengeluarkan surat perintah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

_ Surat Nota Dinas Dir Intelkam polda Gorontalo Nomor: B/ND-

706/X1/2023/Dit IK tanggal 06 November 2023 tentang Permchonan
Personel;

. Rencana kerja Bidhumas Polda Gorontalo Tahun 2023.

DIPERINTAHKAN

AIPDA LISMAN SANUSI IDU NRP 80050308
BA BIDHUMAS POLDA GORONTALO;

. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk untuk dilibatkan

dalam Pembentukan Satgas Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial;

. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;

. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabid Humas Polda Gorontalo;

. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.

Dikeluarkan di: Gorontalo
= poelakanggal: November 2023
0T

o AL LT
“!m b
| N o
iww —-'.}?—'.(.:E?f.

.,.”-!J” ARJENDRO A P, S.LK, M.T.

UKEIMYBARAS BESAR POLISI NRP 78120909

2. Wakapolda Gorontalo.
3. Kabid Propam Polda Gorontalo.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT

NOTA DINAS
Nomor: B/ND- 23 /XI/OTL.2.1./2023/Ditbinmas

Kepada : Yth. Dir Intelkam Polda Gorontalo

Dari : Direktur Pembinaan Masyarakat
Hal : Pengiriman personel
1.  Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Nota Dinas Dir Intelkam Polda Gorontalo Nomor : B/ND-705/X1/2023/Dit IK tanggal 6
November 2023 perihal Permohonan Personel.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, be;rsama ini dikirimkan kepada KA, nama personel
Ditbinmas untuk dilibatkan dalam Pembentukan Satgas Pelayanan Pencegahan Kasus
Sosial masing-masing atas nama:

a. AKBP MAHSAR TORADA, S.E., S.H., M.H NRP 72050503 Jabatan Kasubdit

Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Gorontalo;
b. AKBP TONI C. NAPITUPULU, SE NRP’ 73010699 Jabatan Kasubdit Binpolmas

Ditbinmas Polda Gorontalo.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Gorontalo, /0 November 2023

IRJAN, S.L.LK
KOMWG’BESAB_ED.LLSJ NRP 71010430

Tembusan:

1. Kapolda Gorontalo.
2. Irwasda Polda Gorontalo.
3. Kabid Propam Polda Gorontalo.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN

DAFTAR ABSEN

DALAM RANGKA KEGIATAN STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENCEGAHAN KASUS SOSIAL

NO NAMA JABATAN NO. HP T;‘mﬁ,
1. A}c@‘? Toradken {osubdif Bhabin kandibms 60Ny 31993

2. | Ak8p Tony Mepfapuer fasdbdit Bin poimars 685298 ¢33939

3 A,f»lﬂ lisman Satuh’ | BA  Bidhimas 08507593186

4. | \Po Niar Pk Intel 0852 Yoo) OO

5. | Kompol Roli Povbale | Pit- Infel od2l826208

6. | Bn'pda mula - Vsl BA Dt (ntel. 602140935652,

7. | AUty Afum - . BAG psikolote| 08015636893

& Nug 3 Poene Peweupor  HiMpsi o8 n-445 119

9. | lsoiorty Gintviang; Pergurvs  Himps) 0813 Yaas Yooy

10. [ \/w\p uzh ABouLtans | Peveurus Dimp 0823480& 30

1. U | Apls  eipian NS2LSSLR3 710

12. h{:i::\f*“mw vsm 1| \any - |59 2400 ?ﬂ%i’/’%&(.
13 ADDIWAYY UToAHmN Y AFUALG, oewwsww_(

14.

15.

?au%gum.___

SYarieera Ravwanant ¥ oaast

. Subdrk iprasiver syl

ofu ez

Gorontalo, 13
DIREKTUR INTE

November 2023
LIJEN KEAMANAN

POLDA GORONTALO

NDRI HOTUGUAN SIREGAR, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080578
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HIMPSI

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN
JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL
NOMOR 02/ KS / XI / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN

Menimbang : a.

Mengingat

b.

KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023

bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya kasus social yang
sering terjadi, maka dipandang perlu untuk membentuk wadah
kerjasama antara Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pendukung
Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufa dan hurufb, perlu Menetapkan Keputusan Ketua
Tim Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat Dalam
Pencegahan Kasus Sosial.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

00 jgor S v s

10.

14

12.

Kekerasan seksual.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian
Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang pencurian

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan
Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan

pengendalian Peredaran minuman beralkohol.

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan
maksiat.

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
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Memperhatikan : Surat Perintah Penugasan dalam mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat Il untuk melaksanakan

proyek perubahan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tim

Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun
2023 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Koordinasi Upaya Pencegahan Terjadinya Kasus
Sosial di Provinsi Gorontalo;

b. Mengidentifikasi Kasus Kasus Sosial yang terjadi;
c. Mengkoordinasikan Penetapan Kasus ;
d. Mengkoordinasikan gelar Kasus;
e. Mengkoordinasikan Penanganan Kasus
f. Melaporkan.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran yang berkesesuaian
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorpntalo
pada tanggal 13 November 2023

KETUA TIM,

AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD
Tembusan:
1. Gubernur Gorontalo
2. Kapolda Gorontalo
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
4, Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL

NOMOR :02 /KS/XI/2023
TANGGAL : 13 November 2023
[. Penasehat 1. Gubernur Gorontalo

II. Pengarah

2. Kapolda Gorontalo

Dir. Intelkam Polda Gorontalo

III. Tim Penanggung Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan
Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NO PENANGGUNG JAWAB JABATAN
Kasubdit Bhabinkamtibmas
1 Kepolisian Daerah Gorontalo Kabag Psikologi Biro SDM
Kasubdit Tipidsibber
2 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Kepala Bidang Linjamsos
Kantor Wilayah K insi
3 AU AV ARy Remenad Erovinsl Kepala Bidang Analis Kebijakan
Gorontalo
Himpunan Psikologi Ind ia Wi
4 ¢ irolaglindanesia Wiksyah Kepala Bidang Asesmen Psikologi
Gorontalo
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Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2023

KETUA TIM,

AKBP ROMI SETIAWAN ENGAHU, S.PD



